BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Perusahaan Secara Umum

Perusahaan adalah suatu organisasi produksi dan niaga yang menggunakan dan memadukan faktor-faktor produksi secara efisien untuk memuaskan kebutuhan masyarakat konsumen (langsung/tidak langsung). Sehingga setiap pelakunya memperoleh keuntungan yang wajar.
Dari pengertian tersebut di atas, kita dapat melihat beberapa unsur pendukung perusahaan, yaitu unsur organisasi, proses pemaduan, faktor-faktor produksi, permintaan atau kebutuhan dan cara-cara yang efisien.
Bentuk hukum perusahaan mungkin dapat disesuaikan dengan kegiatan usaha yang menjadi pilihan dari perusahaan. Sedang pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut sangat tergantung kepada luas ruang lingkup kegiatan usahanya, namun luasnya ruang lingkup kegiatan usaha itu sangat tergantung pula kepada legal dan economic forces, dimana perusahaan tersebut beroperasi.
 Beberapa bentuk perusahaan tersebut adalah

· Usaha perorangan yaitu kegiatan usaha dan perusahaan yang dimiliki oleh seseorang.
· Firma, yaitu suatu persekutuan antara dua orang/ lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, dimana tanggung jawab masing-masing anggota firma terbatas. Laba atau rugi dibagi atau ditanggung bersama pula.
· Perseroan Komanditer, dimana semua anggota persekutuan bertangung jawab penuh, kecuali anggota-anggota komanditer hanya bertanggung jawab sejumlah persyaratannya dalam komanditer tersebut.
· Perseroan Terbatas, yaitu persekutuan yang didirikan oleh para pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas atas utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan. Bentuk lainnya, Persero, Perusahaan Daerah, Perum, Yayasan dan sebagainya. Perhatian dan tanggung jawabnya tergantung pemilik dan atau pengurus setiap jenis bentuk usaha dan melakukan suatu perjanjian dengan pihak lainnya, misalnya perjanjian antara debitur (perusahaan) dan kreditur (Bank, dilihat dari aspek yuridisnya).
)
2.2. Tinjauan Benda-benda Pos 

Pos adalah pelayanan lalu lintas suratpos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Pos).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 168/KMK.03/2002 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup, termasuk: surat pos dinas, kartus pos, yaitu surat yang ditulis diatas kartu dengan bentuk dan ukuran ukuran tertentu; warkatpos, barang cetakan, surat kabar, sekogram.
2.
Perangko adalah benda pos yang merupakan suatu tanda pelunasan tarif pelayanan pos yang mengandung ciri-ciri menarik yang dapat menyajikan antara lain citra sosial budaya suatu bangsa, sehingga perangko dalam perkembangannya digunakan untuk maksud lain daripada pemerangkoan tarif jasa pos.
�) Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah 
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